GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 071/Kep. 941-BP3IPTEK/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

a.

MASA JABATAN TAHUN 2015-2018
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Dewan Riset
Daerah Provinsi Jawa Barat Periode tahun 2010-2013,
telah dilakukan seleksi kembali oleh Tim Seleksi untuk
pengangkatan keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi
Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2015-2018, yang
didasarkan pada keterwakilan |dari unsur-unsur
pemerintah di daerah, kelembagaan ilmu pengetahuan
dan teknologi meliputi perguruan tinggi, lembaga
penelitian dan pengembangan daerah, badan usaha dan
lembaga penunjang/masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputﬁsan Gubernur Jawa
Barat tentang Pengangkatan Anggota Dewan Riset Daerah
Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2015-2018;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerinté.han ‘Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilm_u
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42 19);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan
Riset Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 289);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015
tentang Dewan Riset Daerah Provinsi (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 10 Seri E);

Berita Acara Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah (DRD)
Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2015-2018 Nomor
071/B.A.33/BP3IPTEK/2015 tanggal 6 Juli 2015;

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat
Masa Jabatan Tahun 2015-2018, dengan nama-nama sebagai

berikut:

NO.

NAMA INSTITUSI | BIDANG KEAHLIAN

Prof. Erry N Konservasi Sumber
Megantara, Drs, D.Sc | UNPAD Daya Alam

Dr. Deni Kurniadi ,
Sunjaya, dr. MD, Kesehatan
DESS UNPAD Masyarakat




KEDUA

KETIGA

3

3 | Eri Sofiari, Ph.D BALITSA | Ekonomi Pertanian
4 | Pius Suratman UNPAR | Sosial Masyarakat
Kartasasmita, Ph.D
5 | Dr.Ir. Edwan Kardena ITB Lingkungan Hidup
6 | Dr.Ir. Rudi Hermawan ITB Infrastruktur
7 | Drs. Zeily Nurachman, ITB Energi
MS, D.Sc
8 | M.Murzid Hilmi Aziz KADIN | Ekonomi Non
Pertanian
9 | Dr. Aep Ruswana, STKS Ketahanan
M.Si Keluarga dan
Kependudukan
10 | Prof. Dr. H. Benyamin UNPAS | Tata kelolaan
Harits, M.S pemerintahan
11 | Dr. Berna Sudjana UNPAS | Hukum
Ermaya, SH, MH
12 | Dr. Ir. Haryadi LIPI Kebencanaan
Permana
13 | Bogie Soejatmiko, PhD LIPI Air Baku
14 | Dr. Agus Setiabudi, UPI Pendidikan
M.Si
15 | Prof. Dr. Dasim UPI Sosial Budaya
Budimansyah, MS

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi |Jawa Barat Masa
Jabatan Tahun 2015-2018 sebagaiman}\ dimaksud pada
Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Badan
Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Provinsi Jawa Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 September 2015

)



